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RINGKASAN

Peran serrta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat
dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya.Oleh karena itu
kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan
kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas
nasional.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi
tenaga kerja . Program jaminan hari tua merupakan salah satu bentuk jaminan dari
program Jamsostek sebagai upaya untuk memberikan ketenangan kerja sewaktu
mereka masih bekerja, terutama bagi tenaga kerja yang berpenghasilan rendah.
Berkenaan dengan hal tersebut skripsi ini membahas tentang Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja khususnya jaminan hari tua bagi karyawan PDAM Kabupaten Jember,
dengan judul: TANGGUNG JAWAB YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM PEMBERIAN
JAMINAN HARI TUA BAGI KARYAWAN PDAM KABUPATEN JEMBER”

Dalam skripsi ini permasalahan meliputi tata cara pemberian jaminan hari tua
di PDAM Jember setelah peserta mencapai usia yang telah ditentukan, tanggung
jawab PDAM Jember terhadap pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja dalam
pemberian jaminan hari tua, serta pengaruh pelaksanaan jaminan hari tua terhadap
produktifitas kerja karyawan PDAM Jember.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tata cara
pemberian jaminan hari tua di PDAM Jember setelah peserta mencapai usia yang
telah ditentukan , untuk mengkaji dan menganalisa tanggung jawab PDAM Jember
terhadap pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dalam pemberian jaminan hari tua,
untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh pelaksanaa jaminan hari tua terhadap

produktifitas kerja karyawan PDAM Jember.
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Guna mendapatkan penyelesaian permasalahan dalam penulisan skripsi ini
digunakan penelitian normatif’ dan empiris. Pendekatan masalah yang digunakan
adalah metode yuridis normatif dan bahan-bahan empiris. Sumber bahan hukum
penulisan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan
dan studi lapangan. Analisa bahan digunakan metode deskriptif kualitatif yang
disimpulkan menggunakan metode deduktif.

Pemberian jaminan hari tua bagi karyawan PDAM Jember dapat terbagi atas
karyawan yang dikaryakan kembali dan pemberian jaminan hari tua bagi karyawan
lain pada umumnya, tanggung jawab PDAM Jember terhadap pelaksanaan jaminan
sosial tenaga kerja adalah dengan melakukan pemungutan iuran dari karyawan dan
menyetorkannya kepada Badan Penyelenggar, pengaruh pelaksanaan jaminan hari tua
terhadap produktifitas kerja karyawan PDAM Jember menurut hasil wawancara
adalah sesudah diikutinya program jaminan hari tua yang diadakan PT. Jamsostek
(Persero) dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan karena dalam
pelaksanaanya lebih trasparan dibanding sebelum diikutinya program jamsostek
tersebut PDAM mengadakan sendiri program tabungan hari tua yang dalam
pelaksanaanya kurang trasparan

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah perlu adanya
penyuluhan dan seminar mengenai Program Jamsostek, ada baiknya karyawan
honorer tidak dipungut iuran jaminan hari tua melainkan seluruh iuran ditanggung
oleh perusahaan mengingat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan karyawan
lainnya, sebaiknya program jamsostek perlu terus diikuti guna meningkatkan
kesejahteraan para karyawan dan juga peningkatan produktifitas kerja karyawan
PDAM Jember.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang melaksanakan pembangunan
nasional disegala sektor sangat membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan
berkualitas. Sumber daya manusia ini diperlukan untuk mengolah potensi alam yang
dimiliki agar dapat berfungsi secara seimbang. Pembangunan nasional sebagai bentuk
pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia
seutuhnya dan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya, serta mewujudkan suatu
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil

Pembangunan sektor ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan merupakan salah satu bagian yang
tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan
pelaksanaan UUD 1945. Hal ini diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan
kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan
tujuan pembangunan nasional. _

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat
dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Hal ini mendorong
perlu diberikannya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
kepada tenaga kerja, schingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas
nasional (Kansil, 1997:16)

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan kehidupan seluruh rakyatnya
untuk dapat hidup sejahtera, adil dan makmur yaitu dengan adanya perlindungan
menyeluruh bagi rakyat Indonesia . Hal itu dapat dilihat pada UUD 1945 pasal 27
ayat 2 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. _

Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas
kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup




...... —

bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namum kemampuan bekerja dan penghasilan
tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbgai risiko yang dialami tenaga kerja,
seperti kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Untuk menanggulangi
risiko risiko tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang mengatur pemberian jaminan
kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan
kematian.

Jaminan hari tua merupakan salah satu program dari program Jamsostek yang
diatur dalam pasal 14 dan 15 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 , dimana jaminan
hari tua itu akan sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja yang nantinya akan
menghadapi hari tua. Pada saat mereka tidak produktif lagi maka dapat
mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja atau dikarenakan
faktor usia. Tentunya hal tersebut akan dapat menimbulkan suatu kerisauan bagi
tenaga kerja itu sendiri. Sewaktu mereka masih bekerja terutama bagi mereka yang
penghasilannya rendah dan nantinya akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Hal
tersebut merupakan salah satu latar belakang adanya pemberian jaminan hari tua.
Program jaminan hari tua merupakan suatu bentuk jaminan sebagai upaya untuk
memberikan ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, juga sebagai bekal
tenaga kerja pada saat sudah tidak bekerja lagi atau pensiun.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis membuat suatu
penelitian skripsi dengan judul: “Tanggung Jawab Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Pemberian Jaminan Hari Tua Bagi
Karyawan PDAM Kabupaten Jember” .

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan lebih lanjut
penelitian penulisan skripsi ini, maka ruang lingkup yang akan dibahas adalah
dibidang Hukum Ketenagakerjaan terutama dalam hal :
1. Tata cara pemberian jaminan hari tua di PDAM Kabupaten Jember setelah

peserta mencapai usia yang telah ditentukan.




2. Tanggung jawab PDAM Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan program

jaminan sosial tenaga kerja dalam pemberian jaminan hari tua.

3. Pengaruh pelaksanaan jaminan hari tua terhadap produktivitas kerja karyawan

PDAM Kabupaten Jember.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

membatasi permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1.

Bagaimana tata cara pemberian jaminan hari tua di PDAM Kabupaten Jember
setelah peserta mencapai usia yang telah ditentukan ?

Bagaiman tanggung jawab PDAM Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan
program jaminan sosial tenaga kerja dalam pemberian jaminan hari tua ?
Bagaimana pengaruh pelaksanaan jaminan hari tua terhadap produktivitas kerja
karyawan PDAM Kabupaten Jember 2

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian penulisan skripsi ini

adalah :

1.

Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan
dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada almamater dalam perbendaharaan
kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.




1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian penulisan skripsi ini
adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tata cara pemberian jaminan hari tua di PDAM
Kabupaten Jember setelah peserta mencapai usia yang telah ditentukan.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PDAM Kabupaten Jember
terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam pemberian
jaminan hari tua.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan jaminan hari tua
terhadap produktivitas kerja karyawan PDAM Kabupaten Jember.

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan suatu cara untuk menemukan dan menganalisa
masalah yang ada serta menguji kebenaran dalam penulisan. Penelitian penulisan
skripsi memerlukan suatu metodologi sebagai unsur utama untuk menemukan,
mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga akan menghasilkan penulisan yang
mendekati kebenaran optimal. Metode mengandung aspek prosedural kegiatan yang
dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan maupun
mengolah data guna memperoleh jawaban atas pernyataan yang tersirat dalam
masalah.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode pendekatan yuridis normatif, Suatu pendekatan masalah dengan jalan
menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah

dan didukung data empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan jalan




pengamatan, penelitian di lapangan terhadap obyek yang diteliti serta melakukan

wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait guna mendukung skripsi ini
(Soemitro, 1990: 10).

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan

untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan yang diperoleh diharapkan dapat

menunjang penulisan skripsi ini.

Ada dua bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :
Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan tetap
berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya undang-undang
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapat
pengetahuan dasar yang lengkap. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara
menggali dan mengkaji kepustakaan hukum, hukum-hukum positif, asas-asas
hukum dan konsepsi teoritis yang relevan dengan permasalahan hukum.
Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan
hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mengadakan penelitian
di lapangan guna menunjang dan melengkapi bahan hukum sekunder, sehingga
dapat memberikan informasi yang aktual bagi penulisan skripsi ini

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah :

L.

Studi Literatur

Merupakan metode untuk memperoleh bahan hukum yang dilakukan dengan
mengadakan studi kepustakaan terhadap literatur, berupa peraturan perundangan

undangan yang berlaku, dokumen-dokumen (arsip), ilmu-ilmu sosial yang




relevan, buku-buku literatur, karya ilmiah hukum yang terkait dengan
permasalahan yang diteliti untuk membantu pengolahan bahan yang digunakan
sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi Lapangan

Merupakan metode untuk memperoleh bahan dengan mengadakan wawancara
dengan para pihak yang terkait dengan obyek penelitian, sehingga dapat
mengetahui lebih jelas lagi tentang permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal
ini pihak PDAM Kabupaten Jember serta pihak yang terkait.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode
analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran singkat atau
bahan hukum yang diperlukan dari suatu studi kepustakaan dengan tidak didasarkan
pada bilangan-bilangan statistik (Soemitro,1990:38).

Adapun dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan
kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dari

pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.




BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai daerah otonom membentuk
perusahaan saluran air minum yang pengurusannya didelegasikan kepada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten. Namun pada perkembangannya berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember Nomor SEK/111/38/1972 tanggal
I Oktober 1972 perihal Pembentukan Sub Direktorat Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember, dimana antara lain dinyatakan bahwa PDAM termasuk salah satu bagian
yang bernaung dibawahnya, dengan demikian maka perusahaan saluran air minum
tidak bernaung dibawah Dinas Pekerjaan Umum Daerah (yang dulunya PUK) dari
sinilah menjadi Seksi Air Minum Daerah Kabupaten Jember.,

Dengan adanya Peraturan Daerah Tingkat 1I Jember No. 4 Tahun 1975
tertanggal 26 Maret 1975 maka ditetapkan nama Perusahaan Daerah Air Minum yang
mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menambah penghasilan daerah.

2. Pembangunan daerah dalam arti luas.

3. Pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan dalam perusahaan
menuju masyarakat adil dan makmur.

PDAM Kabupaten Jember saat ini berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.73
Jember memiliki lima kantor cabang yaitu di Rambipuji, Mangli,
Mumbulsari,Tanggul, Puger dan Jelbuk. Karyawan PDAM Kabupaten Jember hingga
akhir Pebruari 2005 berjumlah 144 orang. PDAM Kabupaten Jember mengikut
sertakan seluruh karyawannya yang terdiri dari karyawan tetap, karyawan honorer
dan calon karyawan dalam Program Jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. PDAM Kabupaten Jember juga
mengadakan sendiri Program Jaminan Kesehatan yaitu Sistem Penggantian Biaya
Pengobatan berdasarkan SK Direksi PDAM No.3 tahun 1999




Salah satu karyawan PDAM Kabupaten Jember yang memperolch'Jaminan
Hari Tua adalah Bapak Drs. M. Ramli Saleh, lahir tanggal 1 Juni 1947 yang berstatus
sebagai Direktur Utama PDAM Jember, Mengalami masa bebas tugas pada tanggal
27 April 2005 dengan Nomer Peserta (KPJ) : 03N30027683. Beliau menjadi peserta
Jamsostek mulai 23 September 2003. Karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan
Jaminan Hari Tua dikarenakan telah memasuki masa pensiun pada saat berusia 58
tahun dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor
821.22/13/436.45/2005 tentang Pembebasan Dalam Jabatan Direktur Utama. Bapak
Drs. M. Ramli Saleh merupakan pensiunan yang dikaryakan kembali sebagai
Direktur Utama PDAM Jember. Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus
melalui Bank Mandiri ex. Exim Jember.

Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Jember mengikutsertakan
karyawannya ini pada Program Jamsostek khususnya Program Jaminan Hari Tua
guna menciptakan ketenangan kerja dan juga sebagai bekal dihari tua pada saat tidak
bekerja lagi yang nantinya serta diharapkan dapat membantu meningkakan

produktivitas kerjanya.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2), yang berbunyi:
“Setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Mengenai Ketenagakerjaan.
Pasal 1 :
“Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam
maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat”,
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3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
a. Pasal 1 Ayat (1):
“Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak™.
b. Pasal 35
Ayat (1) :
“Jaminan Hari Tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
Asuransi sosial atau tabungan wajib”,
Ayat (2) :
“Jaminan Hari Tua disclenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar
peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami
cacat total tetap atau meninggal dunia”.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
a. Pasal 1 ayat (1) : '

“Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, bersalin, hamil, hari tua, dan meninggal dunia”.

b. Pasal 3 ayat (2):
“Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”.
c. Pasal 6 ayat(1):

“Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang
ini meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja.

b. Jaminan Kematian.

¢. Jaminan Hari Tua.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan”

d. Pasal 14
Ayat (1) :

“Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan
berkala, kepada tenaga kerja karena:

a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau

b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter ™.
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Ayat (2) :
“Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada

janda atau duda atau anak yatim piatu”.

e. Pasal 15

“Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat dibayarkan
sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah
mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dalam peraturan pemerintah”
Pasal 17

“Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikuti serta program jaminan sosial

tenaga kerja”.

g. Pasal 20 ayat (2) :

“luran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja”.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 disempurnakan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja.

a.

Pasal 10 ayat (1) :

“Penyetoran iuran yang dilakukan oleh pengusaha kepada badan
penyelenggara, dilakukan sctiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan™.
Pasal 10 ayat (2) :

“luran jaminan hari tua yang ditanggung tenaga kerja diperhitungkan
langsung dari upah bulanan tenaga kerja yang bersangkutan, dan
penyetorannya kepada badan penyelenggara dilakukan oleh pengusaha”.

Pasal 24 ayat (2) :

“Jaminan hari tua dibayarkan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia

55 (lima puluh lima) tahun atau cacat total untuk selama-lamanya, dan dapat

dilakukan:

a. Secara sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus
dibayar kurang dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); atau

b. secara berkala apabila scluruh jumiah jaminan hari tua mencapai Rp.
3.000.00 ( tiga juta rupiah) atau lebih dan dilakukan paling lama 5 (lima)
tahun™.
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d. Pasal 25 ayat (1):
“Dalam hal tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-
lamanya, pembayaran jaminan hari tua dilakukan sekaligus”.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 Tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santuan Dan
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

a. Pasal 2
Ayat (1) :

“Setiap pengusaha yang mengajukan pendaftaran kepesertaan program
jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelengara harus mengisi
formulir: '

1. Pendaftaran perusahaan (formulir jamsostek 1);

2. Pendaftaran tenaga kerja (Formulir 1a)”

b. Pasal 2
Ayat (3) :

* Pengusaha harus menyampaikan formulir jamsostek sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada badan penyelenggara selambat-lambatnya
30 ( tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut oleh pengusaha yang
bersangkutan yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengirim
pos.

Ayat (4):

"Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimulai tanggal |
bulan berikutnya sejak formulir jamsostek 1, dan Formulir Jamsostek 1a serta
formulir jamsostek Ib bagi perusahaan yang ikut serta dalam Program
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, diterima badan penyelenggara”.

c. Pasal5
ayat (2) :
“luran setiap bulan berdasarkan upah bulanan yang bersangkutan yang

diterima oleh tenaga kerja dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas)

bulan berikutnya kepada badan penyelenggara”.
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Ayat (3) :
“luran yang diterima oleh Badan Penyelenggara diberikan bukti penerimaan
iuran yang bentuknya ditetapkan oleh badan penyelenggara”.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Istilah tenaga kerja memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi
semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah
mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja serta
mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Adanya berbagai macam istilah ini
dapat menimbulkan persepsi berbeda terutama dari segi status dan perlakuan tenaga
kerja tersebut.

- Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok
Tenaga Kerja pasal 1, maupun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat ( 2), tenaga kerja memiliki pengertian
sebagai berikut :

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar
hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat”.
Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang
Ketentuan Pokok Tenaga Kerja tercantum bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah:
I. Tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat
produksi yang merupakan tenaganya sendiri, baik dengan fisik maupun tenaga
pikirannya.

2. Ciri khas dari hubungan kerja tersebut di atas, adalah bekerja di bawah perintah
orang lain dengan menerima upah.

3. Salah satu dari tujuan masyarakat kita adalah memberikan kesempatan bagi tiap
tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan

kesejahteraan.
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4. Disamping jaminan hidup yang layak, tenaga kerja juga menginginkan kepuasan
yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dengan sebaik mungkin.
Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, disebutkan pula bahwa termasuk tenaga kerja dalam jaminan
kecelakaan kerja ialah :
. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah
maupun tidak.
2. Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali jika yang memborong adalah
perusahaan.
3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial
Tenaga Kerja, pengertian tenaga kerja adalah :
“Pekerja yang bekerja pada perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang
didirikan menurut Peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA), serta karyawan yang bekerja pada Perusaahan
Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan milik Negara
yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri”.
Berdasarkan pengertian tenaga kerja di atas maka dapat diketahui bahwa
unsur-unsur tenaga kerja terdiri dari :
1. Setiap orang yang melakukan pekerjaan.
2. Di dalam suatu hubungan kerja atau tanpa adanya hubungan kerja.
3. Menghasilkan barang atau jasa.
4. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut Soepomo (1990:47), yang dimaksud dengan tenaga kerja pada
umumnya adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan, kecuali :
a. Anak-anak yang berumur 14 tahun dan belum kawin.
b. Mereka yang berumur 14 tahun keatas tapi masih mengunjungi sekolah untuk
waktu paruh.
¢. Mereka yang karena usia lanjut, cacat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak

mampu melakukan pekerjaan.
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d. Mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan.

Manulang (1995 : 3), menyatakan yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap
orang yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi
utama yang digunakan dalam proses produksi berupa tenaganya sendiri baik tenaga
fisik maupun pikiran.

Djumialdji (1987:17) membedakan antara pengertian buruh dengan tenaga
kerja berdasarkan hubungan kerja. Buruh adalah tiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengertian tenaga kerja adalah setiap
orang yang melakukan suatu pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tenaga kerja diatas dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan tenaga kerja yaitu orang yang bekerja pada perusahaan dan
diwajibkan meinberikan tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran dengan

mendapatkan upah.

2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Saat ini Pemerintah telah menjalankan beberapa program jaminan sosial yang
salah satunya adalah program jaminan sosial tenaga kerja. Program ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pemerintah juga menyadari bahwa jangkauan jaminan sosial yang ada masih terbatas
dan memiliki beberapa kekurangan dalam pengaturan dan penyelenggaraannya.
Pentingnya peranan jaminan sosial dalam pemberian perlindungan bagi tenaga kerja,
utamanya disaat pendapatan mulai berkurang, mendorong Pemerintah untuk
menyusun  sistem  jaminan  sosial  nasional  melalui diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
yang mengatur substansi, kelembagaan dan mekanisme sistem jaminan sosial yang
berlaku secara nasional.

Dengan berlakunya sistem jaminan sosial secara nasional ini diharapkan akan

mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang
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dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara serta dapat menjangkau kepesertaan yang
lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta, Pelaksanaan
undang-undang jaminan sosial nasional ini diterapkan secara bertahap, dimana dalam
ketentuan peralihan dinyatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang PT. JAMSOSTEK, PT. TASPEN, PT.
ASABRI, PT ASKES tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-
undang ini. Proses penyesuaian terhadap undang-undang ini diberikan paling lambat
5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga
kerja baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja sehingga dapat
menciptakan ketenangan kerja di tempat kerja. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan
dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Setiap
perusahaan atau perorangan diwajibkan untuk menyelenggarakannya sebab jaminan
sosial tenaga kerja merupakan hak bagi setiap tenaga kerja.

Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan
kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti
sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja
mempunyai beberapa tujuan, antara lain ialah -

. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi
tenaga kerja beserta keluarganya.

2. Memberikan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan
tenaganya baik fisik maupun pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No.40 Th.2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, yang dimaksud jaminan sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya yang layak. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No.40 Th.2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem
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Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan

sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
“adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialamai oleh tenaga kerja
berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meningal dunia.

Menurut pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977
tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang dimaksud dengan Asuransi Sosial
Tenaga Kerja adalah sistem perlindungan yang dimaksud untuk menanggulangi
resiko sosial secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya
penghasilan tenaga kerja.

Manulang (1995:131) mengemukakan yang dimaksud jaminan sosial tenaga
kerja adalah :

Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan

dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Soepomo (1990:138) menyatakan bahwa jaminan sosial adalah pembayaran
yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan
pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan dalam hal buruh kehilangan upahnya
karena alasan diluar kehendaknya.

Peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

a. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang
tenaga kerja atau membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut Program Asuransi Sosial Tenaga
Kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
melanjutkan kepesertaannya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga kerja;
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Pengusaha yang telah mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja tetap
menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan jumlah tenaga kerja
dan jumlah upah yang dibayarkannya.

Perlindungan terhadap tenaga kerja yang diselenggarakan melalui program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

T

memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai manusia dalam menghadapi risiko-risiko yang timbul dalam
melaksanakan pekerjaannya, sehingga pemberian jaminan sosial tenaga kerja
merupakan hak tenaga kerja dan bukan merupakan belas kasihan dari orang lain.
meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya yang sejalan
dengan meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang
semakin kompleks khususnya di bidang ketenagakerjaan dengan risiko-risiko
tertentu yang dihadapi, yaitu :

a. kecelakaan kerja termasuk penyakit yang dapat ditimbulkan karena

hubungan kerja.

b. sakit (gangguan kerja).

c. hari tua dan meninggal dunia.
memberikan peraturan yang dapat menjamin adanya kepastian jaminan sosial,
sehingga tenaga kerja akan terhindar dari tindak kesewenang-wenangan yang
mungkin akan dilakukan oleh pengusaha.
memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kerja yang semakin penuh

dengan ketidakpastian agar dapat menciptakan ketenangan bekerja.

. menciptakan kesejahteraan umum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia

dengan jalan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sebaik-baiknya.
(Payaman, 1993:121).

Setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja.

Perusahaan yang belum mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada PT.

JAMSOSTEK (Persero) selaku Badan Penyelenggara dapat mendafiar atas kemauan
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JAMSOSTEK (Persero) selaku Badan Penyelenggara dapat mendaftar atas kemauan
sendiri atau sukarela. Setiap pengusaha dan tenaga kerja wajib menjadi peserta
program jaminan sosial tenaga kerja pada PT. JAMSOSTEK (Persero). Pelaksanaan
kepesertaan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan teknis,
administratif dan operasional baik dari PT. JAMSOSTEK (Persero) maupun
pengusahan dan tenaga kerja sendiri (Brosur PT. Jamsostek Cabang Jember, 2005).

Berikut ini adalah tabel persentase pembayaran iuran Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja :
[URAN PROGRAM JAMSOSTEK (% UPALL'BUI AN)
IURAN
PROGRAM JAMSOSTEK Tanggungan Tanggungan
Pengusaha Tenaga Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja JKK) | 0,24 -1,74 (5 Tarif) -
Jaminan Kematian (JK) 0,30 -
Jaminan Hari Tua (JHT) 3.70 2,00
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 3.00 ( Lajang)
(JPK) 6.00 ( Keluarga) !

(Sumber : Brosur PT. JAMSOSTEK Cabang Jember, 2005 )

[uran Program Jamsostek dihitung berdasarkan persentase  dari  upah
keseluruhan sebulan yang diterima oleh tenaga kerja, kecuali perhitungan iuran
jaminan pemeliharaan kesehatan. Perhitungan iuran Jaminan pemeliharaan kesehatan
ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja setinggi-tingginya Rp.
1.000.000,00 dengan pengertian upah lebih Rp. 1.000.000,00 hanya dihitung Rp.
1.000.000,00.

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan
tenaga pekerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua
belah pihak. Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh
pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
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merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan jaminan kematian
dan jaminan pemeliharaan keschatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang
harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan
pembiayaan jaminan hari tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja
karena merupakan penghargaan dari pengusaha kepada tenaga kerjanya yang telah
bertahun-tahun bekerja di perusahaan, dan sckaligus merupakan tanggung jawab
tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Jaminan sosial tenaga kerja pada hakikatnya memberikan manfaat yang
bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja schingga
pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin agar dijangkau oleh setiap
pengusaha dan tenaga kerjanya. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki
kemampuan keuangan yang lebih besar dapat meningkatkan manfaat tersebut melalui
berbagai cara lainnya.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 memberikan sanksi yang bertujuan untuk
mendidik segenap pengusaha dan tenaga kerja untuk memenuhi kewajibannya agar
kepesertaan wajib dari jaminan sosial tenaga kerja dipatuhi oleh yang bersangkutan.
Sanksi tersebut diberikan jika upaya-upaya lain sudah dilaksanakan dalam rangka
menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin pelaksanaan
program jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan, maka
penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk
Perusahaan Perseroan dengan mengutamakan pelayanan kcpadé peserta yaitu oleh

P.T. Jamsostek (Persero).

2.3.3 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 pasal 6 terdapat empat
macam program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu :
1. Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang
dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi
hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian
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atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya
jaminan kecelakaan kerja. Jaminan ini memberikan kompensasi dan rehabilitasi
bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja
sampai kembali dirumah atau menderita penyakit yang timbul akibat hubungan
kerja.

Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif
sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya
diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja
yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan
kecelakaan kerja. Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah :
a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah

maupun tidak ;
b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah
perusahaan ;

c. narapidana yang dipckerjakan di perusahaan.

. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan
mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh kepada
kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu,
diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga yang
ditinggal baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan adalah istri atau suami,
keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah, dan garis lurus
ke atas, dihitung sampai dengan derajat kedua termasuk anak yang disahkan.
Apabila garis lurus keatas dan garis lurus ke bawah tidak ada, diambil gaﬁs
kesamping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak

atas jaminan kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari

tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman.
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Dalam hal magang atau murid, mercka yang memborong pekerjaan, dan
narapidana, meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka

keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.

. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu
bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi
tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja,
terutama bagi mereka yang mempunyai penghasilan rendah. Jaminan hari tua
memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan
atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau

memenuhi persyaratan tertentu.

. saminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan keschatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas
tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan
upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya
penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika
dibebankan pada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan
penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga
kerja. Di samping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan
kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan
(preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Jaminan
pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk
keluarganya.

Namun demikian, khusus untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
tenaga kerja lebih ditckankan kepada aspek kuratif dan rehabilitatif tanpa

mengabaikan dua aspek lainnya yaitu aspek promotif dan preventif.
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2.3.4 Program Jaminan Hari Tua

: Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Program Tabungan Hari Tua diubah menjadi Jaminan
Hari Tua. Program Tabungan Hari Tua menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 1977 mengandung pengertian bahwa bentuk tabungan wajib yang mempunyai
tujuan untuk memberikan bekal uang pada hari tua dan pembayaran kembalinya
hanya dapat dilakukan apabila tenaga kerja karena telah mencapai usia 55 tahun,
meninggal dunia, cacat total dan tetap, sehingga tidak dapat berpenghasilan.

Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan
penghasilan yang diberikan secara sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja
mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dasar perhitungan jaminan hari tua yang dipakai untuk menentukan besarnya
Jaminan adalah besarnya iuran yang telah dibayarkan perusahaan dan tenaga kerja
kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) pada bulan terakhir dimana tenaga kerja
diberhentikan dengan hak menerima jaminan hari tua. Jumlah ini masih ditambah lagi
dengan bunga dari jumlah juran tersebut. Besarnya bunga di simpanan ini sesuai
dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Faktor yang mempengaruhi besarnya
jaminan hari tua adalah :

1. usia
2. masa bekerja
3. lama kepesertaan (Manulang, 1995:134)

Usia tenaga kerja tersebut ditetapkan berdasarkan tanggal kelahiran atau umur
yang tercantum pada waktu tahun dimana tenaga kerja menjadi tertanggung atau
sebagai peserta pada Jamsostek. Tanggal lahir ini tidak dapat diubah dikemudian hari
dengan alasan apapun.

Penyetoran iuran yang dilakukan oleh pengusaha kepada Badan
Penyelenggara dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal
15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Besarnya juran jaminan hari
tua adalah 5,7 %, ditanggung oleh pengusaha 3,7% dan 2 % ditanggung oleh tenaga
kerja.
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Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor beserta
hasil pengembangannya. Cara pembayaran jaminan hari tua dapat dilakukan dengan :
1. secara sekaligus apabila jumlah scluruh jaminam hari tua yang harus dibayar

kurang dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); atau

2. secara berkala apabila jumlah sekuruh jaminan hari tua mencapai Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih dan dilakukan paling lama 5 tahun.

3. tabungan hari tua dan tenaga kerja yang telah menjadi peserta Program,
Jamsostek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993, saldo
tabungan hari tua yang terhimpun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3
tahun 1992 tetap diberikan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.5 Gambaran Umum Obyek Penelitian
2.3.5.1 Sejarah Singkat Dan Perkembangan PDAM Kabupaten Jember

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember pada mulanya dibangun
oleh pemerintah Belanda cq. Provencial Oost Java yang berkedudukan di Surabaya
pada tahun 1930, untuk pertama kalinya dibuka untuk umum pada tahun 1930 dan
diberi nama Provencial Water Leding Bedrijf. Sedangkan status perusahaan ini diatur
berdasarkan ketentuan Stats Gemente atau Regentscap yang merupakan cabang
pekerjaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan melainkan untuk fungsi
sosial dalam melayani masyarakat.

Pada tahun 1939 oleh Provencial Qost Java perusahaan dijual kepada
Regentscape Te Djember, maka sejak tahun 1940 perusahaan dicksploitasi dan
Regeniscape Te Djember diganti nama menjadi Regentscape Water Leading Bedrijf
Te Djember.

Pada masa pendudukan Jepang sarana-sarana produksi yang telah ada sejak
pada masa pemerintahan Belanda tidak mengalami perubahan, sedang pengelolaan
perusahaan dengan sendirinya adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang.
Terhitung sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Jember diperintah
oleh Pemerintah Kabupaten Jember (sebagai daerah otonom) maka dibentuklah



24

Perusahaan Saluran Air Minum (PSAM) yang pengurusannya didelegasikan kepada
Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK).

Berdasarkan perkembangan yang ada dan berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember Nomor Sek/111/38/1972 tanggal 1 Oktober
1972 perihal: Pembentukan Sub Direktorat Pendapatan Dacrah Kabupaten Jember,
dimana antara lain dinyatakan bahwa Perusahaan Saluran Air Minum termasuk salah
satu bagian yang bernaung dibawahnya, dengan demikian maka Perusahaan Saluran
Air Minum tidak bernaung dibawah Dinas Pekerjaan Umum Daerah (yang dulunya
PUK) dari sinilah menjadi Seksi Air Minum Daerah Kabupaten Jember,

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 11 Jember No, 4
Tahun 1975 tanggal 26 Maret 1975 maka ditetapkan nama Perusahaan Daerah Air
Minum yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

. Menambah penghasilan daerah

2. Pembangunan daerah dalam arti luas

3. Pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam ranka meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan dalam
perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Sedangkan sarana yang dimanfaatkan masih merupakan peninggalan kolonial
yang digunakan untuk melayani pelanggan dalam jumlah 1.883 sambungan. Sebagai
kelanjutan dari Perda pendirian dilakukan pemisahan kekayaan perusahaan dari
kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat II Jember yang dikukuhkan dengan SK. Bupati
Nomor : 301Tahun 1980. Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan untuk
perusahaan senilai Rp 454.632.950,00 sebagian berupa sarana produksi dan
distribusi.

Karena didorong oleh perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap air
bersih dan pertimbangan bahwa sumber air yang ada kurang memadai maka untuk
memenuhi kebutuhan yang dimaksud PDAM melalui Pemerintah Daerah Tingkat IT

Jember mengusahakan bantuan dan pinjaman dari International Bank For

Recontruction and Development (IBRD), disamping itu Juga didapat bantuan dana
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Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), Pinjaman
Dalam Negeri merupakan pinjaman pendamping dari dana IBRD, sedangkan PMP
merupakan pinjaman pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat IT Jember
yang selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum,

Disamping tujuan tersebut, PDAM mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi sosial, merupakan kewajiban memberikan pelayanan  kepada
seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhatian stratg sosialnya.

2. Fur}gsi ckonomi, merupakan suaty tuntutan dalam pengelolaannya agar menganut
prisip-prinsip  ekonomi yakni  mendapatkan keuntungan guna  menunjang
kelangsungan hidup dan pelayanan serta perluasan arca pelayanan,

(Sumber : PDAM Kabupaten Jember ).
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2.3.5.2 Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Jember
Struktur Organisasi PDAM Jember

BUPATI
I T . M BADAN PENGAWAS
DIREXTUR UTAMA
DIREKTUR UMUM DIREKTUR TEKNIK
Aam
o Pl ) oo il oo o ay oase iy
I ] J ] l
Pemenksa Kasubag L] Kasubag Kasbag Kasubeg Rasbag Kasubag
B Keuangan B Kas Umum Parrt) My Parenc Tenk [ Latorst Trang & Dist
Pumenksa Kasubag Kasubag Katatg Kasubag Kamtug Kasubag.
B Teknk ] Rekenng | Pwonaa Pekay Langg Porel Tokk [ u-::: Bd Segel
Pomanksa Kasubag Kautug Kasutag
Bl Personala Penaghan Pengacsan wesan Tenk
Pamtaiozn

Kacab Kacab Kacab Kacat) acap

Ramang Umbutean Ty Tanggu Pugar

Kasuba [T

Adm aam

Kasuba Kasba

Toknk Toknk

(Sumber: Sk. Bupati Jember Nomor 37 Tahun 1997)
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Sesuai struktur organisasi yang ada dan berlaku sampai saat ini adalah
struktur organisasi yang didasrkan pada Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 37
Tahun 1997, yang secara garis besar telah di gambarkan diatas dan dijelaskan sebagai
berikut:

I. Badan Pengawas adalah aparat pelaksana Kewenangan Bupati di bidang
pengawasan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian Perusahaan Daerah,
2. Direktur Utama mempunyai tugas:
a. Memimpin PDAM menurut wewenang berdasarkan Peraturan Daerah,
menyangkut perencanaan, pengurusan, penguasaan, dan pengembangan
PDAM secara berhasil untuk mencapai tujuannya.
b.  Menetapkan rencana kerja PDAM beserta pedoman pelaksanaannya yang
disetujui oleh Badan Pengawas.
Memimpin dan mengawasi penyelenggaraan PDAM.
d. Menetapkan kebijaksanaan tentang pembinaan, pengurusan, penguasaan, dan
pengembangan unit-unit PDAM.
€. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaanPDAM kepada
Badan Pengawas.
f.  Membina ketrampilan dan kesejahteraan para Karyawan PDAM.
g Memelihara ketentraman dan keamanan dalam PDAM.
h.  Bertanggungjawab untuk memenuhi  kewajiban pembayaran dana
pembangunan Daerah,
L. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Direktur Bidang Umum dan Direktur
Bidang Teknis.
J.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengawas,
Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama bertanggungjawab kepada Bupati
Kepala Daerah.
3. Direktur Bidang Umum mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administras;
keuangan, keuangan, kesekretariatan dan kepegawaian.
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b ¥

Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening penggunaan air
dari langganan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Direktur Bidang Teknik mempunyai tugas:

a.

C.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan  dibidang
perencanaan, teknik, produksi, distribusi, dan peralatan teknik.
Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-
bahan kimia.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a.
b.

C.

d.

Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan.

Mengadakan program-program pendapatan dan pengetahuan keuangan.
Merencanakan dan mengendalikan  sumber-sumber pendapatan serta
perbelanjaan dan kekayaan perusahaan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Bagian Administrasi umum dan Personalia mempunyai tugas:

a.

Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi  pekerjaan  yang  telah
dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Umum, Personalia, Gudang
dan pembelian,

Mengendalikan dan  menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  dibidang

administrasi, kepegawaian serta kesekretariatan.

Bagian Produksi mempunyai tugas:

a.

Menyelenggarakan pengendalian atas kwalitas dan kwantitas produksi air,
termasuk rencana kebutuhan material produksi.

Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik ketenagaan, kwalitas,
serta laboratorium.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Teknik.
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Bagian Transmisi dan Distribusi dipimpin oleh scorang Kepala Bagian yang
dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bidang
Teknik, yang mempunyai tugas mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-
pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus serta
melayani perbaikan akibat gangguan.

Bagian Perencanaan dan Pemeliharaan Teknik dipimpin oleh Kepala Bagian

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Bidang Teknik,

yang mempunyai tugas mengadakan persediaan cadangan air minum guna
keperluan distribusi, merencanakan pengadaan teknik bangunan air,serta
membantu mengajukan saran-saran pertimbangan kepada Direksi.

Satuan Pengawas Interen mempunyai tugas :

a. Membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem
pengendalian dan pengolahan manajemen, pelaksanaan serta memberikan
saran perbaikannya.

b. Melakukan auditing internal.

¢. Menyusun laporan audit.

Kepala Cabang (Kacab) PDAM adalah satuan kerja di wilayah yang mempunyai

tugas membantu Direktur Utama dalam penyelenggaraan Perusahaan di daerah

kerjanya masing-masing, serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Direktur Utama.




BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut:

1. Jaminan hari tua merupakan salah satu bentuk dari program jaminan sosial

tenaga kerja, dimana jaminan hari tua ini sangat penting bagi kelangsungan
hidup tenaga kerja beserta keluarga dimasa mendatang pada saat tenaga kerja
memasuki masa pensiun dan tidak dapat bekerja lagi. Oleh sebabitu disini
perlu adanya kerja sama semua pihak baik dari pihak pengusaha, pihak tenaga
kerja, dan pihak PT. Jamsostck (Persero) dalam pengajuan permintaan
jaminan hari tua . Adapun tata cara pemberian jaminan hari tua di PDAM
Jember setelah peserta mencapai usia yang telah ditentukan adalah pemberian
jaminan hari tua bagi karyawan yang dikaryakan kembali, dan pemberian
Jjaminan hari tua bagi karyawan lain pada umumnya.
Besarnya jaminan hari tua adalah seluruh jumlah iuran yang telah dibayarkan
perusahaan dan karyawan kepada PT. Jamsostek (Persero) ditambah lagi
dengan bunga dari jumlah iuran tersebut. PDAM Jember tidak akan
mempersulit karyawan dalam memperoleh jaminan hari tua selama peserta
memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan serta melengkapi
formulir permintaan jaminan hari tua dengan dokumen pendukung lainnya
yang diperlukan pada kantor PT. Jamsostek (Persero).

2. Tanggungjawab PDAM Jember dalam pelaksanaan jaminan hari tua yaitu
dengan melakukan pembayaran iuran setiap bulan yang menjadi kewajiban
karyawan melalui pemotongan gaji karyawan setiap bulan yang menjadi
kewajiban karyawan melalui pemotongan gaji karyawan serta serta menyetor
iuran dari karyawan dan pengusaha tersebut kepada PT. Jamsostek (Persero)

melalui Bank Mandiri sebagai Bank yang ditunjuk oleh pihak penyelenggara.

42



43

Dimana penyetorannya atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan
Jamsostek di PDAM ditangani langsung oleh Kasubag Personalia. Bahwa apa
yang telah dilakukan oleh PDAM Jember telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993,

3. Bahwa dengan adanya jaminan hari tua yang diadakan oleh PT. Jamsostek ‘
(Persero) menurut hasil wawancara sesudah diikutinya program tersebut pada
tahun 1984 hingga saat ini tahun 2005 dapat meningkatkan produktifitas kerja
karyawan karena program tersebut lebih transparan dalam pelaksanaannya
dimana iuran serta bunga yang diperoleh sudah pasti, setiap tahun PT.
Jamsostek (Persero) memberikan Pernyataan Saldo Hari Tua kepada setiap
peserta melalui PDAM Kabupaten Jember. Jika dibandingkan sebelum
diikutinya program jamsostek dimana PDAM Jember mengadakan sendiri
program jaminan hari tua yang diberi nama tabungan hari tua yang
pelaksanaannya dirasa kurang trasparan mengenai berapa besar dana yang
sudah terkumpul beserta hasil pengembangannya dan hal tersebut
mengakibatkan adanya suatu keresahan para karyawan mengenai berapa

tabungan hari tua yang akan diperoleh pada saat pensiun nanti.

4.2 Saran
1. Perlunya suatu penyuluhan serta seminar sosialisasi akan pentingnya
Jamsostek dalam Program Jaminan Hari Tua . Bahwa dengan adanya jaminan
hari tua dapat memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan
hidup para tenaga kerja dan keluarga terutama pada saat tenaga kerja
memasuki masa pensiun dan tidak dapat bekerja lagi.
2. Dalam pemberian jaminan hari tua ada baiknya bagi karyawan honorer, iuran

Jaminan hari tua yang dibebankan kepada karyawan tersebut ditanggung

seluruhnya oleh pihak PDAM Jember mengingat penghasilan yang berada




dibawah karyawan lainnya , hal tersebut guna meningkatkan kesejahteraan
karyawan beserta keluarganya.

Sebaiknya PDAM Jember tetap mengikut sertakan para karyawannya dalam
Program Jaamsostek serta tetap memperhatikan kesejahteraan seluruh
karyawan beserta keluarganya. Agar produktifitas kerja karyawan semakin
tinggi mengingat hubungan kerja yang berhubungan langsung dengan

kepuasan para pelanggan di PDAM Jember.
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i e e
| BAGIAN I
I Nama Perusahaan ; : EHE.
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. 7. Jenis Usaha Utama : e Mot
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PT Jaminan Sosial Tenaga Ketja (Persero) Jomsosien

LAPOHAN KECELAKAAN TAHAP |

Diisi olgh patugas Kantor Dapartemen Tenaga Kerja
Nomor KLUI
Wayb dilaporkan dalam 2 x 24 jam Nosior Kacalakaan
selelah lerjadi kecelakaan
Diterima tanggal
+[iNomor Agandn JAMSOSTEK )& 1 R
v \ P
1. Nama Perusahaan. .
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e KPA
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w1 TR RTR
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7T
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.‘(! .
Unil { Bagian Porusahasn *
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b Tnnggel kecelokaan Jam
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1 Bagwmana lerjadinys kecelakaan
¢ Sebutkan bagian masin, inslnlasi, bahan plau hng- ‘) T
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R — S y
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WA SO i Rt femiarm e
wn T AMSOSTER

SR 2w 24 e selelah 1e

Dibual dengan sesungguhnya yal duna atay

e b LAl

b A 1Andd 1ANgan wmnan porusabaan Jabat Tangaal
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JAMSOSTEK

PT Jaminan Soslal Tenaga Kerja (Persero) Jamsosie

Ja

@)

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Dinsi oleh potugas Kanlor Dopartemon Tonaga Kecja

|_ Waypb milaporkan dalam 2x24 jam
selelah dinyatakan sembubh, cacal
alau meninggal dunia

Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan
pembayaran Jaminan Kerja

Nomat KLUI

BENTUK

Nomor Kecelakaan

K.K.3

Diterima tanggal

Nomor Agenda JAMSOSTEK

1. Nama Perusahaan

Alamat dan Nomor Telepon

| Kode Pos

Janis Usaha

Nomor Pe “+"aran (hantuk K.K.1)

Nomor Akte Pangawaean

2. Nama Tenaga Kerja

Na, KPJ

Alamal dan Nomor Telspon

Kodo Pos

Ne_ Telapon

Tampal dan tanggal IAhir

Jenls Kelamin

o Laky laky
A Pyiigauan

Janis Pokarjaan AJabutan’

Uni 1/ Baglan/ Parusghaan

3 a Tompal kecelakaan

b Tenggal kecelakaan

[ Jam

4. Lapotan kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2.
telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga
Kerja

Pada langgal

5. Biayayang telah dibayar oleh Parusahaan
a. Biaya pengangkatan darl tampal kecelakaan
ko Rumah Sakit alau ke rumah penderita

Rp

b Blaya pengobalan dan perawalan

Rp

¢ Biaya orthesa/ prothesa

Rp

¢ Blaya pemakaman

\

Rp

€ Jumiah biaya teluruhnya

Rp

6 Sanlunan Sementara Tidak Mampu Bekerja

(STMB} yang telah dibayar oleh perusahaan

setlap hari sebesar

7. Nama dan Alamat pangiriman sanlunan
kaluarga {melamplrkan Daftat Koluarga
yang sah) § .

B Berdasarkan sural kelerangan dokter
Benluk K.K.4 atau K.K.5 tenaga kerja
ditelapkan

a. Keadaan semenlara lidak mampu bekerja
telah berakhir

Tanggal

&

Keadaan cacal sabaglan untuk selama-
lamanya "W

Tanggal

€. Keadaan cacal lotal unll.al selama-lama
nya balk Fisik maupun Mental

Tanggail

d Meninggal dunl-l:'l

Tauggal

9 Uraianuntuk cacal sclama-lamanya yang
diderita tenaga korja lersebut dengan melam-
pitkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4
alau KKS

10. Besarnya jaminan yang lelah dibayarkan
oieh parusahaan kepada lenaga kerja yang
menderila cacal alau keluarganya

Rp.

11, Keterangan lain-lain yang peruy

**| Dusi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibual dengan sesungguhnya

Navmun chan B Gngan panspanan porusahaan

EDP Ja 9:May-93

Jabatan

_—‘
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BENTUK K.K. 4
FORMULIR JAMSOSTEK 3b

SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan im saya, dokier ; i 3t m e TSR At iy EnTs T A2 s

feneranekan dengan sesunpgzuhnya bahiwa

Nanu tenaga Kerja penderia ! faki / Perempuan *
Vvt dan No. Telepon

Fempat dan Tanggal |.ahir

leniis pekerjaan  Jabatan

lemis pekerjaan / Jabatin

Unit / Bagian Perusahiin

Nama Perusahaan

Vet dan No. Telepon

lems Lisaha

No. Pendaflaran (Bentuk KK, 1)

Akte Pengawasan

— —— a4 e EO——

kecelikaan pada tanggal

Pemeriksaan pada tanggal

Dari hasil pemeriksaan dudapatkan GAMBAR
ruas
1 Kewdaan, rempat dan uburan : jari
luka-lukanva '
b, Diagnosis '
.
Peihedirasat  berobat falan '
r'uAs
sambil bekerja . berobat jalan N
. jari
n.J K beherpa *)
Vit than medis yang dl' 1k Lkan tapak LA
i 1an
Seielah selesai pengobitan i 35
{ \":mlmh tanpa cacol pangkal i
Cacat Anatomis akibat Kehilangan tangan  Kanan-kiri
angzota badin. jelaskan
(tunjukan juga pada gambar) Kanan
¢ Apabila terdapat cacat tetapi tidak Q’\ e
mengakibatkan kehilangan anggota Kanan-kiri /
badan, berapa persen berkurangnya 3y
fungsi daripada anggota badan yang gg! N
cacat tersebul ; ........... . % terbilang o
e e ey 2 b D! Kanan-kiri

d. Memerlukan prothese / orthese

8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerja-m biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *)
terhitung tanggal

9. Lamanya perawatan /’pengobatan i LT P S e e .. s/d tanggal . A

10. Diberikan istirahat 3 OAE BANGLA L sl bdekies ssiary s/d tanggal - T,

I'l. Tanggal meninggal dunia

Dibuat oleh dokter . Rumah Sakit / Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta *
\fu‘?).l!

Dibuat dengan sesungguhnya di

pada tanggal

e e —

Dokter Pemeorilisa,
L oret vang hidak perlu

Keterangan tambahan
Warna Putih Merah dan Merah Jambu ke Kandep
lenaga Kerja setempat / Terdekal
Warna Kuning untuk arsip Perusahaan ( o




LLampiran 13

ﬂ/) PT. JAMSOSTEK (Persero) Feoih

4
PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

V. Yaug bertanda tangan dibawalc i No - Agenda dosy 7T JANSOS L

1. Nama

2. Hubungan dengan tenaga
kerja [:] Istri/fSuami I:] Anak D QOrang Tua D Lain-lain.......o... oo | T A

3. Alamat rumah

-

hodue Pos
i

4. Data Tenaga Kerja

]

. Nama Tenaga Kerja

b. Nomor Peserta ( KPA )

o

. Tanggal lahir

d. Tanggal meninggal dunia

e, Sebab meninggal dunia

Perusahaan terakhir J' 11481 PT JAMSOSTEK

g. Upah terakhir (Rp.)

=5

. Tanggal berhenti

B Dengan i mengajukan permintaan pemhayaran yang menjadi ak dari tenaga kerja tersebut diatas.
Tempat pembayaran vang dikehendaki adalah melalui :

L) antor FARIBBBTEI & ortbotnibsuminisss eitas seck

C. Permintaan Pembayaran Jaminan Kematian ini dilengkapi dengan ;

Suar keterangan Keaatian dare petugas medis ying herwening, atin Lural/Kepalia Desi setempat «.

= Surat Keterangan Ahl Wanes pejabat vang berwenang

1 Kot Peserta (KPIY tenaga Kerpa yvang bersangkutan

4 Sulman/Copy KTP tenaga hena vang bersangkutan

5. Salinan/Copy Kartu Keliarga atau surat Keterangan keluarga dari Keluraban selempit

0. Ringkapan Form Jamsostek Noo S yvang diterima kembal dani PT JAMSOSTEK padia witktu pembayaran L Hai Tua
Sural Kuoass hesmateran sanccopy KT ving diberi kuasa tapabila pengambilan JKM i dikuasakan).

Netevegeon tersebtt decetas saver bt dengen sebenarnvea, jika di kenadion haet teenveita terdapal hed yong tudak Sean sav wegth
oenenbelikan Semue v o sena desia dave ok ersebut dicnas, sevte bersedies dituntan di imker petigendihion

Nama fan fania langan pemohon Tanggal

O 1 May - 2B



W JAMSOSTEK

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

Lampiran 14

Fasmunr
Jamsoslen

5

A. Yang bertanda tangan dibawah ini : No: Agoiida dilsi PT.JAMSOSTEK
1. Nama .4
Ay
2 Hubungar,}faﬁgan.téngga kada, | O Tenaga kerja sendiri O IstrifSuami O Anak O Orang Tua
AL & -
A Kode Pos
b. Nomior Paserta (KPJ)
Lk .' -’J " N .w-‘ = 2 :‘-\ —
- ¢. Tanggal la s
. Tngaligh o
ey ;
d Paw'§ . e NPP (i PT JAMSOSTEK)
b ¥

a. Upar') taraﬁhi? '(ﬁp.)

I. Tanggal mulai bekerja

B. Dengan ini mengajukan permintaan Pembayaran Jaminan Hari Tua, karena .

O

o S = R

Mencapai usia 55 tahun

Cacal lotal dan tetap berdasarkan keterangan dokler
Meninggal dunia

Maninggalkan Republik Indonesia dan tidak kembali
Pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil alau Anggola ABR!

Keluar dari Perusahaan dengan kepesertaan minimal 5 tahun dan masa tungg

dengan melamplrkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan (Ihal bagian Delakang lormube i),

C. Tempal pembayaran yang dikehendaki adalah melalui :

(]

a

Bank ................ Y ceeeen. FEKENING DO

Kantor Pos ..

0O Kantor JAMSOSTEK

D Pembayaran Jaminan Hari Tua

5

i dilakukan dengan

Dibayarkan sekaligus

selama 6 bulan

O Dibayarkan secara berkala bulanan selama O 1 tahun O 2tahun O 3 tahun ) 4 1ahun O S tahun

E. Kartu Peserta (KPA) disertakan dan diserahkan dalam Permintaan Pembayaran Jaminan Hari Tua ini.

Katerangan tersebul diatas saya bual dengan sabenamya, |ika di kemudian hari lernyata lerdapat hal yang tidik henar, saya wajib

mengembalikan semua vang yang saya lerima dar hak lersebul dialas, serta bersedia ditunlul di muka pengadilan

Nama dan landa tangan pemahon Tanggal

EDP 5 25May-93
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